
 
 

 

 

 

BUPATI BINTAN 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

PERATURAN BUPATI BINTAN 

NOMOR 33 TAHUN 2023 

TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN                                              

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BINTAN, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup 

Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara 3896); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

 

 

Sebagaimana… 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang   Nomor   6   Tahun   2023   tentang  Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502);  

Sebagaimana… 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

 

 

 

 

15. Peraturan… 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor  2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi dan Penyelenggaran Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);  

 

 

 

 

sebagaimana… 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah(Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 450); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1447); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5  Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bintan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bintan Nomor 53); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7  Tahun 

2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 60); 

 

 

 

29. Peraturan… 
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor … Tahun 

2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan 

Tahun 2023 Nomor … , Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bintan Nomor  … ); 

30. Peraturan Bupati Bintan Nomor 55 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bintan 

Tahun 2021 Nomor 55); 

31. Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 

Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 59); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN                                          

TAHUN ANGGARAN 2022. 

 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  
 

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.  

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.  

3. Bupati adalah Bupati Bintan.  

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah.  

5. Laporan Keuangan adalah laporan yang berisi informasi 

keuangan Kabupaten Bintan.  

6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat 

LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi 

pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, 

pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, 

yang… 
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yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya 

dalam satu periode pelaporan.  

7. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas 

Umum Daerah yang  menambah Saldo Anggaran Lebih 

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang 

menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar 

kembali oleh pemerintah daerah.  

8. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih 

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah 

daerah.  

9. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan 

daerah dan belanja daerah.  

10. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan 

daerah dan belanja daerah. 

11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.  

 

Pasal 2 

 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas: 

a.  Pendapatan : 

1. Pendapatan Asli Daerah  Rp.       198.029.727.549,12 

2. Pendapatan Transfer  Rp.      962.761.964.672,00 

3. Lain-lain Pendapatan  

yang Sah   ..........   Rp.          406.853.742,45 

Jumlah Pendapatan            Rp.  1.161.198.545.963,57 

b. Belanja : 

1. Belanja Operasi 

a) Belanja Pegawai Rp.     470.125.670.747,00 

b) Belanja Barang  Rp.     349.842.979.580,45 

c) Belanja Bunga Rp.                         0,00 

d) Belanja Subsidi Rp          1.690.823.167,00 

e) Belanja Hibah Rp.       51.051.247.835,00 

f) Belanja Bantuan Sosial   Rp.         7.549.600.000,00 

Belanja Bantuan  

Keuangan… 
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Keuangan Rp.            0,00 

2. Belanja Modal 

a) Belanja Tanah Rp.           956.984.073,00 

b) Belanja Peralatan dan  

Mesin Rp.      47.774.943.804,00 

c) Belanja Gedung dan  

Bangunan Rp.      63.625.599.408,98 

d) Belanja Jalan, Irigasi dan  

Jaringan  Rp.      37.169.864.362,97 

e) Belanja Aset Tetap  

Lainnya Rp.        1.483.878.197,00 

f) Belanja Aset Lainnya Rp.                           0,00 

3. Belanja Tak Terduga              Rp.        1.074.996.083,00 

4. Belanja Transfer 

a) Belanja Bagi Hasil  Rp.      17.316.296.600,00 

b) Belanja Bantuan  

Keuangan Antar  

Daerah Provinsi atau  

Kabupaten/Kota Kepada  

Desa    Rp.      84.867.913.933,00 

                                            Jumlah Belanja Rp. 1.134.530.797.791,40 

       Surplus/(Defisit)    Rp.      26.667.748.172,17 

c) Pembiayaan : 

a) Penerimaan Daerah Rp.    136.780.420.359,09 

b) Pengeluaran Daerah Rp.                            0,00 

      Jumlah Pembiayaan Netto Rp.    136.780.420.359,09 

Sisa Lebih Pembiayaan  

Anggaran Tahun Berkenaan Rp.    163.448.168.531,26 

 

Pasal  3 

 

Ringkasan atas LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal  4 

 

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut 

ke dalam Penjabaran LRA. 

 

Pasal 5… 




